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KATA PENGANTAR

JIAN INSTITUTE

POLICY RESEARCH

Update Indonesia edisi Juli 2021 mengangkat laporan utama mengenai
polemik tentang keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung yang akan dijadikan pedoman bagi
aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, pedoman
implementasi UU ITE yang dituangkan dalam SKB tersebut belum mampu
menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang terdapat pada undang-
undang tersebut.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pentingnya
menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia saat ini.
Hal ini berkaca pada kasus pemanggilan oleh rektorat dan peretasan yang
menimpa aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM
- Ul) setelah melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, kami juga membahas tentang perlunya kebijakan afirmasi baru
terkait upaya peningkatan representasi perempuan di parlemen, setelah
gagalnyarevisiUU Pemilu. Selanjutnya, kamimembahas tentang Rancangan
Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Penguatan keamanan siber harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia
mengingat begitu besar dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan
siber.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang program vaksinasi
yang masih harus terus digencarkan oleh pemerintah dan beragam pihak.
Karena vaksinasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi
tingkat morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19, serta menjadi upaya
untuk menuju herd immunity. Selanjutnya, kami membahas tentang
urgensi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
masih berada dalam tahap penyusunan di Badan Legislasi (Baleg) Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Draf tersebut harus dibahas kembali dari awal
karena tidak termasuk dalam kategori RUU carry over.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun
bisnis — juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil,
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual
dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun

Update Indonesia — Volume XV, No.7 - Juli 2021



[T
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Kekuatan SKB sebagai Kompas Implementasi UU ITE’

Pemerintah telah selesai menyusun draf Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung yang akan
dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani
kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronikatau UUITE (kompas.id, 23 Mei 2021). Namun, pedoman
implementasi UU ITE yang dituangkan dalam SKB tersebut belum
mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang terdapat
pada undang-undang tersebut.

Munculnya pedoman implementasi yang juga ditandatangani oleh
dua lembaga penegak hukum ini menjadi pengakuan langsung dari
pemerintah, bahwa selama ini terdapat sudut pandang yang keliru
ketika sebuah kasus terkait dengan UU ITE masuk ke jalur hukum.
Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub-bagian dari sistem peradilan
pidana (integrated criminal justice system) seringkali menggunakan
tafsir bebas terhadap nomenklatur yang terdapat pada undang-
undang tersebut. Kedua lembaga penegak hukum tersebut tidak
dapat disalahkan sepenuhnya atas tindakan mereka, karena pada
dasarnya memang terdapat masalah pada beberapa pasal dalam UU
ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran

nama baik dalam UU ITE.

Argumentasi ini diperkuat oleh temuan dari studi kebijakan
The Indonesian Institute (2021) yang berjudul “Mendorong
dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap
Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, yang menjelaskan
bahwa terdapat permasalahan utama terkait dengan lemahnya
perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dari aparat penegak hukum
dalam menegakkan ketentuan yang terdapat di UU ITE untuk
menjamin perlindungan dan memajukan kebebasan berekspresi di
Indonesia. Permasalahan lain juga terkait dengan kecenderungan
penggunaan pendekatan keamanan dan ketertiban publik sebagai
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alasan utama pemidanaan, yang juga mengancam dan melanggar
kebebasan berekspresi termasuk di platform digital.

Tingginya angka pemidanaan dengan menggunakan UU ITE juga
dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman lembaga dan penguasa,
termasuk aparat penegak hukum, tentang demokrasi digital, tata
kelola, dan aktivisme kebebasan berekspresi di ruang digital, serta
penegakan hukum yang didasarkan pada regulasi hukum digital—
seperti UU [TE—yang multitafsir. Muatan isi bermasalah yang
dapat ditafsirkan secara bebas akan menimbulkan persoalan pada
tataran implementasi, seperti ketidakmampuan untuk membedakan
antara kritik dengan penghinaan.

Munculnya tafsir implementasi UU ITE merupakan langkah yang
patut untuk diapresiasi. Melalui hal tersebut, masyarakat hingga
aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk melihat dan
memahami undang-undang ini secara jernih karena telah terdapat
batasan-batasan yangjelas dan dituangkan dalam tafsir implementasi
tersebut. Agar mampu memahaminya lebih baik, berikut pasal-pasal
yang terdapat pada tafsir implementasi dan ditandatangani oleh tiga

lembaga tersebut.

Daftar Pasal yang Ditafsirkan dalam SKB tentang

Implementasi UU ITE

Pasal

Permasalahan
( Sebelum Tafsir Implementasi )

Tafsir Implementasi

Pasal 27 ayat (1)

+ Potensi mengancam hak untuk

» Tidak sesuai dengan Pasal 281 angka

berekspresi dan dalam ukuran
tertentu dapat mengancam hak-hak
korban kekerasan seksual yang
dilakukan secara online.

2 KUHP dan justru mengkrimalisasi
korban kesusilaan.

Mengenai muatan kesusilaan
difokuskan pada perbuatan, “men-
transmisikan, mendistribusikan,
dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik/dokumen elek-
tronik,” bukan pada perbuatan
kesusilaan itu. Pelaku sengaja
membuat publik bisa mengetahui
dan mengirimkan kembali konten
tersebut (perbuatan aktif yang
sengaja dilakukan oleh pelaku).

Pasal 27 ayat (1)

+ Merupakan lex specialist dari Pasal

+ Ketentuan dalam delik ini belum

303 dan Pasal 303 bis KUHP terha-
dap perjudian yang dilakukan secara
online.

diimplementasikan secara maksimal
karena penegak hukum masih meng-
gunakan ketentuan tentang judi
konvensional yang diatur oleh KUHR

Mengenai materi muatan yang
difokuskan pada perbuatan seseo-
rang “mentransmisikan, mendistri-
busikan, dan membuat dapat diak-
sesnya secara elektronik konten
perjudian yang dilarang atau tidak
memiliki izin berdasarkan peraturan
perundang-undangan” . Jenis konten
dapat berupa aplikasi, akun, iklan,
situs, dan/atau sistem billing opera-
tor bandar dan bentuk informasi
elektronik tersebut bisa berupa
gambar, video, suara, dan/atau
tulisan.
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Pasal

Permasalahan
( Sebelum Tafsir Implementasi )

Tafsir Implementasi

Pasal 27 ayat (3)

Kerentanan pasal digunakan untuk
retaliasi/pembalasan.

Potensi untuk menjerat ekspresi
sah yang dikeluarkan atas kepentin-
gan umum karena tidak mengenal
pengecualian.

Potensi pembatasan hak untuk
berekspresi dan berpendapat.
Komentar umum PBB No. 34
merekomendasikan dihapusnya
pidana defamasi, jika tidak memun-
gkinkan aplikasi diperbolehkan
hanya untuk kasus paling serius
dengan ancaman bukan pidana
penjara.

- Pada perbuatan pelaku “yang
dilakukan secara sengaja dengan
maksud mendistribusikan/mentrans-
misikan/ membuat dapat diaksesnya
informasi yang muatannya
menyerang kehormatan seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal
supaya diketahui umum”.

Bukan sebuah delik pidana jika
konten yang ditransmisikan, didis-
tribusikan, dan/atau dibuat dapat
diaksesnya berupa penghinaan yang
kategorinya cacian, ejekan,
dan/atau kata-kata tidak pantas,
juga jika kontennya berupa
penilaian, pendapat, hasil evaluasi,
atau sebuah kenyataan.

Merupakan delik aduan sehingga
harus korban sendiri yang melapor-
kan (perorangan), dan bukan insti-
tusi, korporasi, profesi, atau
jabatan.

Bukan merupakan delik penghi-
naan dan/atau pencemaran nama
baik dalam hal konten disebarkan
melalui sarana grup percakapan
yang bersifat tertutup atau terba-
tas.

Untuk pemberitaan di internet yang
dilakukan institusi Pers diberlakukan
mekanisme sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers, tetapi jika war-
tawan secara pribadi mengunggah
tulisan pribadinya di media sosial
atau internet, maka tetap ber-
laku UUITE.

Pasal 27 ayat (4)

« Menyasar pihak yang menyebar-
kan dan merekam konten yang
berisi pengancaman, hingga masuk
dalam proses peradilan.

« Sulit dalam melakukan pembuktian
terhadap pihak yang benar-benar
membuat konten dengan muatan
pengancaman tersebut.

+ Pada perbuatan dilakukan oleh
seseorang ataupun organisasi atau
badan hukum dan disampaikan
secara terbuka maupun tertutup.

Perbuatan pemerasan berupa
pemaksaan dengan tujuan untuk
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum.

Perbuatan mengancam atau

membuka rahasia, mengancam
menyebarkan data pribadi, foto
pribadi, dan/atau video pribadi.
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Pasal

Permasalahan
( Sebelum Tafsir Implementasi )

Tafsir Implementasi

Pasal 28 ayat (1)

Terdapat pengaturan serupa pada
Pasal 390 KUHP dengan menggu-
nakan frasa “menyiarkan kabar
bohong”. Sementara Pasal 28 ayat
(1) menggunakan frasa “menyiarkan
kabar bohong dan menyesatkan”.

Ketentuan ini jarang digunakan,
padahal pasal ini diperuntukkan
untuk melakukan perlindungan
terhadap konsumen dalam melaku-
kan transaksi elektronik.

Perbuatan “menyebarkan berita
bohong dalam konteks transaksi
elektronik seperti transaksi perda-
gangan dari”.

Tidak dapat dikenakan kepada
pihak yang melakukan wanpresta-
si dan/atau mengalami force
majeur.

Merupakan delik materiil, sehing-
ga kerugian konsumen sebagai
akibat berita bohong harus
dihitung dan ditentukan nilainya.

Pasal 28 ayat (2)

Dalam praktiknya, pasal ini banyak
digunakan untuk menjerat ekspresi
yang merupakan bentuk kritik
terhadap negara. Pasal ini difung-
sikan sebagai pasal “penghinaan”
terhadap negara, institusi, ataupun
Presiden.

Unsur “antargolongan” dimaknai
dengan sangat luas dalam proses
penegakan hukum.

Delik ini ditujukan untuk golongan
masyarakat bukan individu, menga-
kibatkan kerancuan dengan keten-
tuan tentang penghinaan dalam
undang-undang ini.

Pada perbuatan “menyebarkan
informasi yang menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan terha-
dap individu/kelompok masyarakat
berdasar SARA” .

Perbuatan yang dilarang motifnya
membangkitkan rasa kebencian
dan/atau permusuhan atas dasar
SARA. Harus dibuktikan motif
membangkitkan yang ditandai
dengan adanya konten mengajak,
mempengaruhi, menggerakkan
masyarakat, menghasut/mengadu
domba dengan tujuan menimbul-
kan kebencian dan/atau permusu-
han.

Penyampaian pendapat,
pernyataan tidak setuju atau tidak
suka pada individu/kelompok
masyarakat tidak termasuk
perbuatan yang dilarang, kecuali
yang disebarkan itu dapat dibukti-
kan.

Pasal 29

Pasal ini duplikasi dari Pasal 368,
369, 335 KUHP dengan rumusan
yang karet.

Terkait dengan prakti bullying
diberikan pembatasan seperti untuk
ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti bisa dipidana jika “mengaki-
batkan kekerasan fisik, psikis”.

Pada perbuatan “pengiriman infor-
masi berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi atau mengancam jiwa
manusia, bukan mengancam akan
merusak bangunan atau harta
benda”.

Merupakan delik umum, bukan
delik aduan.
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Pasal Permasalahan . .
( Sebelum Tafsir Implementasi ) Tafsir Implementasi
Pasal 36 - Tidak jelas kerugian materil atau - Digunakan jika korban kejahatan
imateril. mengalami kerugian materiil yang
nyata (kerugian langsung), bukan
Pemberatan ancaman pidana akibat kerugian tidak langsung, bukan
kerugian tidak relevan karena berupa potensi kerugian, dan
korban justru tidak mendapatkan bukan pula kerugian yang bersifat
ganti rugi atas kerugian tersebut non-materiil.
dan pasal ini hanya untuk memper-
berat hukuman. + Kerugian materiil terjadi pada

pun badan hukum.

Nomor 2 Tahun 2012.

korban orang perseorangan atau-

Nilai kerugian materiil merujuk
pada Peraturan Mahkamah Agung

Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis, 2021.
Lemahnya Kekuatan Mengikat SKB

Secara umum, SKB tentang implementasi UU ITE yang telah
ditandatangani oleh tiga lembaga terkait menjadi sebuah langkah
baik. Hal tersebut dibutuhkan untuk memutus rantai pemidanaan
akibat masyarakat hingga aparat penegak hukum yang secara bebas
menafsirkan ketentuan yang terdapat pada UU ITE. Namun, hal
tersebut akan sia-sia ketika langkah merekonstruksi implementasi
undang-undang a quo terhenti hanya di SKB, meningat dalam
konteks hukum positif, SKB memiliki kekuatan hukum yang lemah.

Secara eksplisit, eksistensi SKB tidak ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Namun, ketentuan pada Pasal 8 ayat ()
undang-undang a guo secara implisit mengakui keberadaan SKB
sebagai bagian dari bentuk produk hukum yang ada di Indonesia
dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut karena SKB
dibentuk oleh dua atau lebih kementerian maupun lembaga negara
yang masing-masing menjalankan tugas dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, SKB dibutuhkan untuk mengintegrasikan satu
permasalahan spesifik yang memiliki irisan dengan tugas serta fungsi
dari beberapa kementerian atau lembaga tertentu.

Melalui ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa SKB mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan
perundang-undangan lainnya dalam konteks keberadaannya yang
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Masalah pemidanaan
terkait dengan
implementasi UU ITE

memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, SKB tetap saja tidak

akan memiliki kekuatan setara dengan produk hukum lainnya.

Pemerintah harusnya memperlihatkan keseriusannya dalam tidak akan mampu

mengatasi masalah pemidanaan terkait dengan implementasi UU  gicolesaikan hanya

ITE dengan melakukan revisi terhadap beberapa pasal multitafsir. dengan menggunakan
SKB. Norma

Harus terdapat beberapa dorongan bersama agar SKB tidak multitafsir yang ada
dijadikan sebagai jurus instan oleh pemerintah untuk mengatasi dalam undang-undang

masalah pemidanaan terkait pasal multitafsir dalam UU ITE. tersebut{ usa {mrus

o ' o ~ 7" segeradirevisi. Dengan
Munculnya tafsir implementasi UU ITE ini sebenarnya menjadi demikian, maka SKB
pengakuan dari pemerintah, berdasarkan hasil kerja dari Tim Kajian  tentang Implementasi
UU ITE, bahwa terdapat permasalahan dalam undang-undang UU ITE dan Revisi UU
tersebut. Apabila persoalannya hanya pada tahap implementasi, ITE akan dapat saling
maka tidak mungkin dibutuhkan penjelasan yang komprehensif —melengkapi antara satu
seperti tafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dituangkan dalam SKB dengan yang lainnya.

tentang tafsir implementasi undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan
oleh pemerintah untuk dapat menghentikan masalah pemidanaan
yang mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE. Pertama,
Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua lembaga penegak hukum
yang menandatangani SKB terkait pedoman implementasi UU
ITE harus berkomitmen untuk menerapkan ketentuan yang telah
disepakati tersebut. Langkah awalnya adalah dengan memberikan
edukasi terkait SKB a quo kepada jajaran personel masing-masing
kelembagaan, sehingga tidak terdapat lagi penegak hukum yang
keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam UU ITE.

Kedua, Menkominfo harus menyusun sebuah program edukasi digital
dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan muatan isi yang
terdapat pada SKB tersebut. Hal ini berguna untuk menghentikan
permasalahan saling lapor antar warga negara yang kerap kali
menggunakan pasal multitafsir dalam UU ITE.

Ketiga, subtansi yang terdapat dalam SKB tentang pedoman
implementasi UU ITE telah dapat menjadi penguat alasan bagi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah
untuk merevisi undang-undang tersebut. Langkah ini menjadi hal
yang krusial karena eksistensi SKB dipengaruhi oleh arah kebijakan
dari pemerintah, dapat mudah berubah, dan tidak memiliki kekuatan
mengikat sekuat undang-undang..

- Hemi Lavour Febrinandez -
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Berpolemik (lagi) Tentang Kebebasan Berekspresi

Pada hari Sabtu 26 Juni 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Indonesia (Ul) melontarkan kritik kepada Presiden Joko
Widodo melalui unggahan poster di akun Twitter resmi @BEMUI _
Official. BEM Ul menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai
“The King of Lip Service”.

Kritlk BEM Ul yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi ini
ditanggapi dengan pemanggilan pengurus BEM oleh Rektorat Ul
pada 27 Juni 2021. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta
keterangan dan penjelasan terkait narasi yang disampaikan melalui
poster tersebut. Bukan hanya pemanggilan oleh rektorat, beberapa
pengurus BEM Ul juga mengalami peretasan akun media sosial dan
Whatsapp milik empat aktivis BEM Ul. Kedua bentuk tindakan ini
merupakan upaya intimidasi terhadap aktivis BEM UI.

Intimidasi terhadap pengurus BEM Ul tersebut kemudian
memunculkan solidaritas di kalangan aktivis BEM di sejumlah
Universitas. BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah
Mada (UGM) lkut menyuarakan kritik Presiden Jokowi yang
dianggap sering mengobral janji tapi tidak ditepati. BEM Universitas
Padjadjaran (Unpad) menyoroti tindakan pihak kampus Ul yang
memanggil sejumlah pengurus BEM Ul untuk mengkKlarifikasi kritik
tersebut. BEM Unpad juga menyinggung dugaan peretasan akun
WhatsApp dan media sosial sejumlah pengurus BEM UI.

Bentuk Kebebasan Berekepresi dan Berpendapat

Pembuatan dan penyebaran poster di sosial media oleh BEM Ul
merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi. Hal ini merujuk pada
definisi dalam Toolkit Kebebasan Berekspresi yang di rilis oleh The
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), pengertian kebebasan berekspresi yaitu mencakup
ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui
cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi
budaya, artistik maupun politik (2013).
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Kebebasan ekspresi dan berpendapat juga merupakan salah satu
Hak Asasi Manusia. Di mana dalam Pasal 19 Deklarasi Universal
Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dikatakan bahwa setiap
orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak
ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan
untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui
media apapun dan tanpa memandang batas negara.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, mengutip pendapat John
Stuart Mill dalam On Liberty (1859), kebebasan merupakan
salah satu jaminan melawan pemerintah yang korup atau tirani.
Salah satu wujud perlindungan terhadap kebebasan berekspresi
dan berpendapat di Indonesia termaktub dalam Pasal 28 E ayat
3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat”. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Covenant on Civil
and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kritik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat
seharusnya dilihat sebagai bagian dari kepedulian dan evaluasi warga
negara untuk kebijakan publik yang lebih baik dan konsisten. Suara
mahasiswa jangan diintimidasi apalagi hingga dibungkam, atau
sampai terjadi peretasan. Berkaca pada kasus BEM Ul di atas dan
melihat kondisi di Indonesia saat ini, sangat penting untuk menjamin
kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasalnya, merujuk laporan Freedom House tentang Kebebasan
Global dari tahun 2019 hingga 2020, status Indonesia merupakan
negara yang Bebas Sebagian. Salah satu yang sering menjadi sumber
masalah adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan studi yang dilakukan The Indonesian Institute tentang
Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga
Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia
(2021), sejatinya UU ITE merupakan bagian dari komitmen negara
dalam melindungi warga negara di ruang digital. Namun dalam
praktiknya, UU ini malah menjadi ancaman terhadap kebebasan
berekspresi terutama di ruang digital.
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Terkait dengan upaya mendorong revisi UU I TE, studi kebijakan Tl
mengajukan beberapa rekomendasi terkait dengan permasalahan
dalam UU ITE dan kebebasan berekspresi. Pertama, arah politik
hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awalnya. Undang-
undang ini harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat
dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Alih-alih menjadi
alat untuk menekan kebebasan berekspresi.

Kedua, pemberian pendidikan dan perspektif hak asasi manusia
terkait penerapan UU ITE kepada polisi dapat dilakukan setelah
DPR bersama Presiden merevisi pasal multitafsir dalam undang-
undang tersebut. Ketiga, meningkatkan literasi digital yang tidak
hanya menargetkan kalangan pengguna internet pada umumnya,
tetapi juga di lingkungan instansi pemerintah dan aparat penegak
hukum.

Rekomendasi ini sangat penting untuk mendorong ekosistem
yang kondusif untuk kebebasan berekspresi, termasuk terkait
kritik terhadap pemerintah di ruang digital. Peraturan perundang-
undangan yang menjamin dan melindungi HAM vyang diikuti
dengan perbaikan literasi digital semua pihak juga akan berkontribusi
untuk menciptakan ruang digital dan hak digital, serta kebebasan
berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab.

- Arfianto Purbolaksono -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
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Jalan Menuju 30% Keterwakilan Perempuan
di Parlemen

Di tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) memasukkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu
ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun
2021 bersama dengan 37 RUU lainnya. Namun, pada bulan Maret
2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Ppemerintah sepakat
untuk mengeluarkan amandemen UU Pemilu dari daftar Prolegnas
Prioritas 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Baleg
DPR dan pemerintah yang secara khusus membahas persoalan UU
Pemilu dan beberapa UU lainnya.

Dalam RUU Pemilu yang menggantikan UU Nomor 7 tahun
2017 tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian
penting. Salah satunya adalah kebijakan afirmasi baru terkait upaya
peningkatan representasi perempuan di parlemen. Bentuk dari
kebijakan afirmasi ini mewajibkan partai politik untuk menempatkan
perempuan di nomor urut satu pada 30% daerah pemilihan. Dengan
gagal dimasukannya RUU tersebut dalam Prolegnas, maka diperlukan
cara lain untuk mencapai angka 30% keterwakilan perempuan.

Perkembangan Kebijakan Afirmasi di Indonesia

Menurut Ani W. Soetjipto (2005) dalam bukunya Politik Perempuan
Bukan Gerhana, kebijakan afirmasi adalah sebuah tindakan pro-aktif’
untuk menghapuskan perlakukan diskriminasi yang berbasiskan
gender atau ras. Sementara, menurut Nadezhda Shvedova (2000),
affirmative action adalah alat penting untuk mempertahankan paling
tidak 30% perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan
keputusan. 30% adalah angka minimal bagi perempuan untuk dapat
memberi peran penting dan ikut serta dalam perumusan kebijakan
dalam parlemen (Mariyah, 2002).

Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan kebijakan
afirmasi dengan sistem kuota untuk meningkatkan representasi
perempuan di parlemen. Kebijakan afirmasi dalam bentuk legal

Update Indonesia — Volume XV, No.7 - Juli 2021 ] 2



candidate quotas pertama Kkali diterapkan pada pemilu tahun
2004. Sampai saat ini, kebijakan afirmasi terakhir yang digunakan
berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mulai diterapkan pada
pemilu tahun 2014. Tabel berikut menunjukkan perkembangan

kebijakan afirmasi dalam UU Pemilu dan Partai Politik.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Afirmasi dalam UU
Pemilu dan UU Partai Politik

UU Pemilu UU Partai Politik
Perkembangan li(ar;,dungan Perkembangan Kanc{u ngan
UU e ljakar} UU Kebl;akarf
Affirmasi Affirmasi
Terbatas pada kuota
30% untuk pencalonan
perempuan dalam
Pemilu. Namun, sifatn- Belum ada kebijakan
ya adalah rekomendasi afirmasi, namun sudah
Uu 12/2003 terhadap partai politik UU 31/2002 ada pertimbangan
untuk mempertimbang- diperlukannya aspek
kan minimal 30% kesetaraan gender.
keterwakilan
perempuan.
Ketentuan partai
peserta pemilu menyer-
takan 30% pengurus
perempuan di tingkat
Pusat. 30% untuk
UU10/2008 | pencalonan perempuan Kebijakan afirmasi
dalam pemilu, dengan terbatas pada ketentu-
sanksi administratif an kuota 30% untuk
tidak mengikat. Sistem pendirian partai baru
semi-zipper, yakni dan kepengurusan
minimal | perempuan di tingkat pusat, provinsi,
antara 3 calon legislatif Uu 31/2002 kabupaten, kota. Sanksi
dalam daftar, dengan administratif diberikan
tanpa sanksi. bagi partai yang baru
mendaftarkan diri
Sistem zipper dipertah- sebagai badan hdkum
ankan, parpol harus
UU 8/2012 menunjgkkan 30%
keterwakilan perem-
puan di dewan ekseku-
tif nasional partai.

Sumber: Zaetun & Mariyah, 2020.
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Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia mencatat
bahwa penerapan kuota untuk perempuan cukup efektif jika melihat
dari angka pencalonan perempuan untuk menjadi anggota legislatif
dan tingkat keterpilihan perempuan yang terus meningkat dari

Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 (PUSKAPOL Ul, 2014)
Komitmen Partai Politik

Walaupun gagal dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas, bukan
berarti harapan terpenuhinya keterwakilan perempuan di DPR
RI sebanyak 30% juga kandas. Verge (2012) menjelaskan bahwa
terdapat 2 jalur dalam meningkatkan representasi perempuan di
parlemen, yaitu incremental track dan fast track. Incremental track
adalah upaya untuk menerapkan kuota dalam partai politik atau
yang disebut dengan party quota. Incremental track bertumpu pada
kesadaran partai politik terkait kuota perempuan. Artinya, partai
politik secara sukarela menerapkan aturan kuota perempuan.
Sedangkan fast track bertumpu pada peraturan yang dibuat oleh
negara, seperti electoral quota atau kuota pada daftar kandidat
dalam pemilihan umum.

Jika tidak ada perubahan pada jalur fast track, jalur incremental track
tetap dapat menjadi harapan, yaitu komitmen dari partai politik.
Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan partai politik untuk
dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Pertama
adalah berkomitmen untuk menempatkan perempuan pada posisi
strategis dalam pemilu. Posisi startegis bukan hanya pada nomor
urut I, tetapi juga di daerah pemilihan potensial, dapil — dapil
potensial di mana partai politik tersebut dapat meraih suara sehingga
meningkatkan kemungkinan caleg perempuan untuk mendapatkan
kursi.

Upaya kedua adalah caleg perempuan bukan hanya dijadikan sebagai
pemenuhan kuota. Partai politik terkadang terkesan asal dalam
menempatkan perempuan hanya demi terpenuhi kuota minimal
30%. Oleh karena itu, penting untuk partai politik menempatkan
perempuan di dapil yang memang merupakan basis massa dari caleg
perempuan tersebut.

Upaya ketiga adalah bantuan pembiayaan kampanye. Salah satu
hambatan bagi perempuan adalah kurangnya sumber daya finansial
jika dibandingkan dengan caleg laki-laki. Oleh karena itu, partai
politik seharusnya dapat membantu caleg perempuan terkait
pembiayaan dana kampanye.
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Upaya keempat adalah pendidikan politik. Dengan memberikan  Walaupun gagal
pendidikan politik kepada anggota partai perempuan, diharapkan  dimasukan ke dalam

dapat meningkatkan peluang untuk meraih kursi dalam pemilu. Prolegnas Prioritas
bukan berarti

Upaya kelima adalah keterbukaan sistem rekrutmen dan seleksi harapan terpenuhinya

calon anggota legislatif. Gallagher and Marsh’s (1988) menyebut keterwakilaz : DPR RI
. C o perempuan di
rekrutmen politik sebagai “secret garden of politics”. Dengan model sebanyak 30% juga

seleksi kandidat yang memiliki sistem yang jelas, transparan dan kandas. Komitmen
terbuka lek?ih n'?emudahkap kandidat perempuan ugtuk bersaing partai politik menjadi
dengan laki -laki secara adil untuk mendapatkan dapil dan nomor  faktor penting untuk

urut strategis. memenuhi target
tersebut.

- Ahmad Hidayah -
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Mendorong Upaya Penguatan Keamanan Siber di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat
dunia terkoneksi satu dengan lainnya tanpa hambatan jarak dan
waktu, serta semakin besarnya kebutuhan internet dalam aktivitas
sehari-hari ternyata menimbulkan pelbagai permasalahan atau yang
disebut dengan permasalahan siber.

Kittichaisaree (2017) memaparkan tiga bentuk dari permasalahan
siber yang dapat menjadi ancaman bagi negara. Pertama, cyber
espionage atau spionase siber. Cyber espionage adalah kegiatan
mengintai atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi
tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi
tersebut. Kedua, cybercrime. Kejahatan siber sendiri memiliki
beragam bentuk, seperti malicious domain, ransomware, malware,
botnets, cryptojacking, dan kejahatan-kejahatan siber lainnya yang
terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi. Ketiga, cyber
terrorism, yakni tindakan terorisme yang berada pada dunia maya
atau perangkat jaringan komputer.

Permasalahan siber seperti yang dijelaskan oleh Kittichaisaree (2017)
juga pernah dialami oleh Indonesia. Pada tahun 2009, Australia
pernah menyadap Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang
Yudhoyono. Peristiwa ini masuk dalam kategori cyber espionage.
Pada tahun 2020, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh jaringan
keamanan Kaspersky (KSN), bank dan UKM (Usaha Kecil dan
Menengah) di Indonesia menjadi sasaran hacker kedua terbanyak
di Asia Tenggara pada kuartal | tahun 2020 (cnnindonesia.com,
03/08/2020). Permasalahan ini masuk ke dalam cybercrime. Pada
tahun 2016, menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu,
Jenderal Tito Karnavian, pelaku terorisme melakukan rekrutmen
anggota dan pelatihan merakit bom melalui media sosial. Selain itu,
pelaku teroris juga mencari dana melalui bitcoin. Salah satu kasus
terkait hal ini adalah terduga teroris Nur Solihin yang melakukan aksi
terorisme melalui media sosial (merdeka.com, 22/12/2016). Dalam
hal ini, penggunaan media sosial oleh pelaku terorisme masuk dalam
kategori cyber terrorism.
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Menyadari pentingnya tindakan Kkhusus untuk mengatasi
permasalahan siber, maka pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia
membuat sebuah lembaga yang bernama Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN). Lembaga ini merupakan revitalisasi Lembaga
Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi
dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. BSSN berfungsi
untuk mencegah, mendeteksi, dan menjaga keamanan siber.

Belum Menjadi Prioritas

Walaupun pemerintah telah membentuk BSSN, nampaknya isu
keamanan siber belum dijadikan sebagai isu prioritas. Pada tahun
2019, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) telah membuat sebuah Rancangan Undang-Undang terkait
keamanan siber, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang
Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Namun, RUU tersebut
gagal disahkan karena tiga perwakilan pemerintah tidak hadir untuk
menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM). Sampai saat
ini pun, RUU tersebut belum disahkan. Walaupun masuk dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024, RUU ini
tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

Terkait keamanan siber, saat ini sudah terdapat beberapa peraturan
namun tidak spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 1l Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Walaupun
UU ITE membentuk landasan regulasi keamanan siber, namun
ruang lingkupnya masih terbatas. Karena keterbatasan ini, maka
penanganan kasus terkait permasalahan siber dapat dikaitkan
dengan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ataupun Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Anti-Pornografi

Adapun beberapa Undang-Undang lain yang mendukung penerapan
keamanan siber, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
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Selain itu, di bawah kepemimpinan Menteri Tifatul Sembiring pada
tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan
Peraturan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet
Bermuatan Negatif untuk mempromosikan penggunaan internet
sehat. Melalui peraturan menteri ini, pemerintah memberikan
prosedur hukum untuk memblokir situs-situs yang dianggap negatif.

Upaya Memperkuat Keamanan Siber

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat
keamanan siber di Indonesia. Pertama, memperbaiki regulasi
tata kelola keamanan siber di Indonesia. Seperti yang dijelaskan
sebelumnya bahwa saat ini belum ada regulasi yang menjadi payung
bagi seluruh Undang-Undang dan peraturan keamanan siber di
Indonesia. Oleh karenaitu, penting bagi pemerintah bersama dengan
DPR untuk segera mensahkan RUU KKS. RUU KKS diharapkan
dapat memberi payung hukum bagi BSSN untuk dapat bertindak
jika terjadi serangan siber terhadap infrastruktur vital yang dimiliki
Indonesia. Selain itu, RUU KKS diharapkan dapat memperbaiki tata
kelola keamanan siber yang saat ini dinilai masih tumpang tindih
antar instansi pemerintah.

Kedua, bekerja sama dengan pihak swasta. Keamanan siber adalah
isu penting yang berdampak tidak hanya bagi pemerintah, namun
juga bagi sektor swasta dan masyarakat. Keahlian sektor swasta
dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang teknologi
keamanan siber terbaru dan dapat memperkuat pertukaran
informasi serta pengetahuan antara pemerintah dengan sektor
swasta. Untuk itu, pemerintah dapat menggunakan pendekatan
multi-stakeholder melalui dialog pemerintah-swasta atau Public-
Private Dialogue (PPD) (Shear, Schnidrig, & Kaspar, 2018 dalam
CIPS, 2021). Dampak positif dari kebijakan yang dibuat dengan PPD
adalah sektor swasta cenderung akan lebih mendukung pelaksanaan
kebijakan itu sendiri (Bannock, 2005; Herzberg & Wright, 2005
dalam CIPS, 2021).

Ketiga, perbaikan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Fitri (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan
Siber Nasional di Era Globalisasi, salah satu problematika keamanan
siber di Indonesia adalah rendahnya kapabilitas pekerja lokal terkait
keamanan siber. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan
kapabilitas SDM terkait keamanan siber dengan cara membuat
pelatihan bagi setiap instansi pemerintah terkait penguatan
keamanan siber.
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Keempat, kerjasama internasional. Seperti yang diketahui, Perkembangan
permasalahan siber merupakan permasalahan lintas negara. tek""l"’g‘ informasi
Oleh karena itu, pemerintah melalui forum internasional dapat —Sepertipedang
. . . . bermata dua. Di satu

melakukan kerjasama bilateral ataupun multilateral. Sebagai contoh, .. &

tah dapat bekeri d " i ASEAN sisi, memberikan
pemer.mta apat bekerja sama dengan mitra wicara . dampak positif bagi
seperti Australia, yang dinilai memiliki keamanan siber yang  perkembangan dunia,
mumpuni. Bentuk dari kerjasama tersebut dapat berupa pelatihan  sementara di sisi

bersama terkait penguatan keamanan siber. lain memunculkan
permasalahan baru,

Selainitu, pemerintah juga dapat memanfaatkan forum internasional ~ yaitu permasalahan
seperti forum ADMM-Plus (ASEAN Defence Minister Meeting) siber. Oleh karena itu,
dalam melakukan diplomasi pertahanan. Forum ADMM-Plus P enguatan keamanan

adalah sebuah forum yang memiliki fokus dalam mengatasi masalah siber harus menjadi

. . . prioritas pemerintah
keamanan non-tradisional, seperti permasalahan siber. Indonesia mengingat
begitu besar
- Ahmad Hidayah - dampak yang dapat
ditimbulkan dari

permasalahan siber.
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Gencarkan Vaksinasi Sebagai Upaya
Menuju Herd Immunity

Saat ini, jumlah kasus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di
Indonesia kembali meningkat. Terhitung sejak 1 Juli 2021, Indonesia
berada di urutan ke-16 dengan jumlah kasus COVID-19 paling
banyak di dunia (Worldometers, 7/7/2021). Total kasus di Indonesia
yakni sebanyak 2,527,203 kasus, dengan kasus aktif sebanyak
376,015, dan jumlah kematian baru bertambah sebanyak 1,007
korban. Jumlah pertambahan kasus kematian baru tersebut bahkan
menempati peringkat pertama dibandingkan negara lain.

Kabar buruk lainnya, total kasus COVID-19 tersebut tidak
menggambarkan keadaan sesungguhnya, karena dari total populasi
Indonesia, total tes COVID-19 yang telah dilakukan hanya
sebesar 21,777,325 (7,88% dari total penduduk) (Worldometers,
12/7/2021). Besar kemungkinan bahwa total kasus sesungguhnya di
Indonesia lebih besar dari yang tercatat dalam data.

Di tengah kondisi genting seperti yang telah dipaparkan di atas,
selain menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,
vaksinasi juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi
dampak pandemi (Rinott et al., 2021). Cakupan vaksinasi yang
tinggi secara subsansial dapat mengurangi tingkat morbiditas dan
mortalitas akibat COVID-19, serta dapat menjadikan masyarakat
menuju herd immunity (kekebalan kelompok). Ketika mayoritas
individu dalam suatu negara memilikikekebalan terhadap COVID-19,
maka penyebaran virus pun dapat dihambat. Kekebalan kelompok
juga dapat melindungi orang-orang yang rentan terhadap virus agar
mereka tidak tertular.

Jika melihat negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi,
Amerika Serikat (AS) misalnya. Pada 10 Juli 2021, 48,6% penduduk
negara tersebut telah memperoleh vaksin penuh (pharmaceutical-
technology.com, 12/07/2021). Banyaknya jumlah penduduk AS
yang telah mendapat vaksin penuh sejalan dengan minimnya jumlah
pertambahan kasus kematian baru akibat COVID-19 di sana, yakni
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sebanyak 4 kasus, per 11 Juli 2021. Kondisi tersebut selaras dengan
studi Rinott et al., (2021), yang menyebutkan bahwa vaksin dapat
mengurangi tingkat mortalitas. Jumlah kasus aktif di AS memang
lebih dari empat juta kasus, namun jumlah kematian baru di sana
dapat ditekan.

Contoh negara lain, Seychelles misalnya. Mayoritas penduduk
negara di Afrika Timur tersebut telah melakukan vaksinasi penuh
(69,6% penduduk). Perkembangan proses vaksinasi yang bagus di
negara tersebut juga selaras dengan kasus perkembangan COVID-19
di sana. Per 11 Juli 2021, tidak ada kasus baru di negara tersebut.
Memang terdapat 1,064 kasus di sana, namun tidak terdapat kasus

yang masuk dalam kategori kritis dan tidak terdapat pertambahan
kasus kematian akibat COVID-19 di sana.

Tantangan Vaksinasi di Indonesia

Jika kita lihat perkembangan proses vaksinasi di Indonesia, per 11 Juli
2021, 5,43% penduduk Indonesia sudah menerima vaksin sebanyak
dua dosis, dan 13.12% penduduk telah menerima satu dosis vaksin
(kawalcovidl9.id, 12/7/2021). Hingga bulan Juli ini, proses vaksinasi
terus berjalan dan bertambah, kita patut memberi apresiasi pada
pemerintah dan berbagai stakeholder akan hal tersebut. Namun,
proses vaksinasi juga harus terus digencarkan, karena persentase
penduduk yang telah menerima vaksin di Indonesia masih tergolong
sedikit, ditambah lagi dengan adanya berbagai tantangan dalam
vaksinasi.

Tantangan vaksinasi di Indonesia diantaranya yakni adanya
pihak yang pro dan kontra terhadap upaya vaksinasi. Sebagian
masyarakat telah mendukung (67%) program vaksinasi COVID-19.
Namun, tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan keampuhan
vaksin tersebut. Beberapa di antaranya bahkan menolak (33%)
untuk diberi vaksin (Litbangkes, 27/03; kompas.com, 12/07/).
Kendala lainnya yakni masih kurangnya informasi mengenai vaksin,
terutama di daerah pedesaan dan pada pekerja informal. Selain itu,
belakangan ini juga muncul wacana mengenai pelaksanaan vaksin
berbayar yang hendak dilaksanakan oleh Kimia Farma. Wacana
tersebut banyak menuai polemik di masyarakat, meskipun akhirnya
rencana tersebut ditunda. Di sisi lain, harus diakui bahwa upaya
menggencarkan vaksin juga membutuhkan partisipasi beragam
pihak, termasuk pihak swasta.

Rachman dan Pramana (2020) melakukan studi mengenai pro
dan kontra masyarakat terhadap vaksin di media sosial twitter.
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Dari 4941 cuitan di twitter yang mereka analisis, 46,8% cuitan
menunjukkan posisi yang netral pada proses vaksinasi, 29,6%
menunjukkan sentimen positif terhadap vaksinasi (menerima), dan
23,6% menunjukkan sentimen negatif terhadap vaksinasi (menolak).
Namun, dalam studi tersebut tidak dianalisis lebih lanjut mengenai
kategori individu yang menolak vaksin tersebut.

Sementara, jika kita lihat contoh kasus di negara lain, studi yang
dilakukan oleh Malik et al., (2020) di AS pada 620 orang sampel
menunjukkan bahwa penerima dan penolak vaksin COVID-19 di
sana dapat dikategorikan kedalam beberapa kondisi demografis dan
geografis dari pihak-pihak tersebut. Di negara tersebut, penduduk
dengan usia > 50 tahun lebih memiliki tingkat penerimaan terhadap
vaksin yang lebih tinggi (78%) dibanding kelompok usia yang lebih
muda. Orang Asia juga memiliki tingkat penerimaan yang lebih
tinggi (81%) dibanding dengan kelompok ras dan etnis lain. Selain itu,
penduduk yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan sarjana
memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi (75%) dibanding
penduduk dengal level pendidikan di bawahnya. Lebih jauh, tingkat
penerimaan vaksin juga berbeda-beda di antara berbagai wilayah di

AS.

Studi Malik et al., dapat kita gunakan untuk menganalisis lebih
lanjut mengenai dinamika pro dan kontra terhadap proses vaksinasi
di Indonesia, juga keterbatasan informasi akan vaksin itu sendiri.
Penduduk di daerah pedesaan misalnya, mayoritas penduduk
wilayah tersebut bekerja di sektor informal, sehingga mereka tidak
mendapat informasi yang cukup mengenai proses vaksinasi. Tidak
hanya di pedesaan saja, pekerja informal di perkotaan pun juga
dapat kekurangan informasi mengenai vaksin.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang kontra terhadap vaksin. Salah
satu kemungkinan penyebab seseorang dapat kontra terhadap
vaksin adalah karena kurangnya informasi, atau sumber informasi
yang tidak tepat sehingga informasi mengenai vaksin yang mereka
terima juga tidak tepat. Saat ini, masih teradapat ribuan hoaks
mengenai vaksin di berbagai platform digital seperti Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube dan Tiktok (Kominfo,12/07). Hoaks
mengenai vaksin tersebut paling banyak ditemukan di Facebook,
yakni sebanyak 1647 hoaks dari total 1810 hoaks pada pertengahan
bulan Juli 2021. Banyaknya berita-berita hoaks ersebut adalah salah
satu faktor penyebab munculnya pihak-pihak yang kontra terhadap
vaksin.
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Rekomendasi

Studi membuktikan bahwa vaksinasi merupakan salah satu cara yang
efektif untuk mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas akibat
COVID-19, serta menjadi upaya untuk menuju herd immunity.
Untuk itu, vaksinasi harus terus digencarkan. Berikut beberapa
rekomendasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku
kepentingan terkait dengan proses vaksinasi tersebut.

Pertama, terkait pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap vaksin,
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan lembaga-lembaga studi
terkait perlu melakukan pemetaan lebih lanjut mengenai siapa
saja pihak-pihak yang kontra terhadap vaksin, untuk kemudian
dapat diberikan pendekatan secara khusus terhadap mereka. Hal
ini juga dapat menjadi salah satu pintu untuk menangani hoaks,
karena pihak-pihak yang menyebarkannya adalah pihak yang kontra
terhadap vaksin.

Kedua, Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo), lembaga-lembaga studi, dan berbagai pemangku
kepentingkan harus terus menggencarkan literasi mengenai vaksin.
Literasi tersebut mencakup mengapa seseorang harus melakukan
vaksin, manfaat, serta cara mendapatkan vaksin tersebut. Literasi
harus digencarkan di media sosial maupun di media mainstream
seperti televisi dan radio. Kominfo sebaiknya memprioritaskan
literasi tersebut melalui televisi, karena media tersebut masih menjadi
media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat hingga saat
ini. Kominfo juga perlu menggandeng pihak-pihak lain, termasuk
masyarakat sipil, media, lembaga pendidikan dan keagamaan, serta
kebudayaan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan
lainnya untuk menyebarkan informasi mengenai vaksin. Kominfo
juga harus gencar dalam menindak berita-berita hoaks mengenai
vaksin di media sosial.

Rekomendasi ketiga, penyebaran informasi mengenai vaksin juga
dapat dimaksimalkan melalui puskesmas dan berbagai pos pelayanan
kesehatan. Pihak-pihak tersebut dapat melakukan sosialisasi yang
lebih gencar pada masyarakat terkait hal tersebut. Puskesmas harus
menjadi garda terdepan untuk ikut menjalankan upaya vaksinasi.
Puskesmas juga perlu bekerja sama dengan perangkat RT/RW di
masing-masing wilayah untuk melakukan sosialisasi. Perangkat RT
dan RW dapat menjadi penyalur informasi bagi masyarakat yang
bekerja di sektor informal, yang notabene kesulitan untuk mendapat
informasi mengenai vaksinasi.
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Keempat, pemerintah harus meneruskan program vaksinasi gratis. Program vaksinasi
Kementerian Kesehatan dan Kimia Farma seharusnya fokus bekerja masih harus terus
sama untuk memasifan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Vaksin dtgengar ’“;I" oleh
berbayar tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pemerinta . dan )

. . . beragam pihak. Selain
sebelum proses vaksinasi gotong royong dimulai, yang menyatakan

. . . itu, untuk mempercepat
bahwa vaksin COVID-19 gratis untuk semua masyarakat. Kebijakan proses vaksinasi,

vaksinasi berbayar hanya akan menghambat proses vaksinasi, karena  Kemenkes, berbagai pos
selama ini individu-individu yang kesulitan mendapat vaksin adalah pelayanan kesehatan,
mereka yang bekerja di sektor informal, dan bukan dari kalangan Kominfo, serta

ekonomi kelas atas. pemangku kepentingan
lainnya harus terus

menggencarkan

Di sisi lain, vaksin berbayar dengan biaya yang wajar dapat menjadi rgsencart .
sosialisasi, literasi

opsi dari pihak swasta dalam ikut mendukung program vaksinasi dan . .

. . . mengenai vaksi, dan
opsi bagi masyarakat yang mampu dan berminat untuk melakukan upaya untuk menangani
vaksinasi berbayar. Sekali lagi, upaya menggencarkan vaksinasi pogks yang beredar di
membutuhkan dukungan dari beragam pihak, termasuk pihak masyarakat.
swasta.

- Nisaaul Muthiah -
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Urgensi RUU PKS dan

Elemen Kunci yang Harus Ada Di Dalamnya

Saat ini, draf' Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU PKS) masih berada dalam tahap penyusunan di
Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Kompas.
com, 21/06/2021). Draf tersebut harus dibahas kembali dari awal
karena tidak termasuk dalam kategori RUU carry over. Sebelumnya,
di tahun 2020, RUU tersebut ditarik dari daftar Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) prioritas karena adanya pro dan kontra. Tulisan
ini hendak manggarisbawahi urgensi dari RUU PKS, serta poin-poin
yang harus dimasukkan dalam draf RUU tersebut.

Urgensi UU PKS

Selain makin meningkatnya angka kekerasan seksual sejak lebih
dari satu dekade terakhir, RUU PKS sangat dibutuhkan karena
sistem hukum di Indonesia belum mengakomodasi ragam situasi
dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lapangan. Sejauh ini,
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kekerasan seksual diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU TPPO), serta Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Dalam UU PKDRT, pengaturan mengenai kekerasan seksual hanya
terbatas pada tindak pidana perkosaan terhadap istri atau orang yang
tinggal dalam satu rumah. Kemudian, dalam UU Perlindungan anak,
kekerasan seksual yang diatur terbatas pada kasus eksploitasi seksual
yang penyintasnya adalah anak. Sementara, pada UU TPPQO, tidak
di atur secara khusus mengenai delik dan ancaman pidana terhadap
tindak eksploitasi seksual. Undang-Undang tersebut hanya dapat
digunakan apabila dalam eksploitasi seksual tersebut terpenuhi unsur
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tindak pidana perdagangan orang. Sementara dalam KUHRE definisi
mengenai kekerasan seksual di dalamnya masih sangat terbatas.

Untuk itu, draf RUU PKS tahun 2020 berusaha mengakomodir

keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Pada mulanya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan
(FPL) mengidentifikasi lima belas jenis kekerasan seksual yang terjadi
di lapangan, namun hanya sembilan jenis kekerasan seksual yang
masuk dalam draf RUU PKS tahun 2020. Sembilan jenis kekerasan
tersebut ditemukan kasusnya di lapangan, namun tidak tersedia
payung hukum yang dapat digunakan untuk memidanakan pelaku
dan melindungi penyintas. Maka dari itu, RUU PKS sangat penting
untuk segera diundangkan dan dijadikan sebagai payung hukum
yang komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Selain produk hukum yang belum mengakomodasi kasus kekerasan
seksual, UU PKS juga dibutuhkan karena Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya berfokus pada pemidanaan
pelaku, dan tidak menunjukkan keberpihakan pada penyintas.
KUHAP membebankan pembuktian pada penyintas bukan pelaku.
Dalam KUHAP Pasal 183 tertulis bahwa hakim dapat menjatuhkan
pidana pada pelaku jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah. Alat bukti tersebut diantaranya yakni dapat berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.

Dalam kasus kekerasan seksual, pembuktian menjadi sesuatu yang
sulit karena tindakan tersebut kerap terjadi di ruang-ruang tertutup
dan tidak ada saksi. Atau jika terjadi di ruang terbuka, tindakan
tersebut berlangsung secara cepat, sehingga penyintas tidak dapat
mempersiapkan diri untuk menyimpan barang bukti. Dari sisi alat
bukti berupa keterangan ahli, dalam kasus perkosaan misalnya,
tidak semua tindak perkosaan menyebabkan robeknya selaput dara
dan tertinggalnya sperma pelaku. Sementara dari sisi keterangan
terdakwa, seringkali terdakwa menyalahkan penyintas (victim
blaming) dengan menyatakan bahwa penyintas turut menikmati
tindakan yang terjadi padanya. Bahkan, jika kita melihat beberapa
kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi, penyintas kekerasan
justru rentan untuk dikriminalisasi. Salah satunya adalah lewat
penggunaan Undang-Undang Nomor |l Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) misalnya.

Sulitnya proses pembuktian tersebut menyebabkan hampir
setengah dari pelaporan atas kasus tersebut tidak berlanjut ke
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pengadilan (Komnas Perempuan, n.d). Ditambah lagi dengan
hambatan-hambatan lain seperti masih adanya judicial stereotyping
yang dihadapi oleh penyintas (Eddyono, 2021). Selain itu, masih
banyak aparat yang tidak mengedepankan perspektif penyintas
ketika menghadapi kasus kekerasan seksual. Seringkali aparat malah
bertanya mengenai jenis pakaian yang dikenakan oleh penyintas
saat mengalami pelecehan, serta kondisi penyintas yang mungkin
ikut menikmati tindak pelecehan kepadanya.

Sementara, jika kita melihat draf RUU PKS tahun 2020, dalam
Rancangan Undang-Undang tersebut penyintas diberi kemudahan
untuk mendapat akses keadilan. Pasal 45 RUU PKS menunjukkan
bahwa keterangan seorang penyintas sudah cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat
bukti lainnya. Dalam RUU tersebut juga memperbolehkan alat
bukti seperti surat keterangan psikolog, psikiater, dan lain-lain. Hal
tersebut akan menjadi solusi dari kendala penegakan hukum tindak
kekerasan seksual yang terjadi selama ini.

Elemen Kunci yang Harus Ada dalam RUU PKS

Draf RUU PKS yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan FPL
mencakup elemen-elemen kunci seperti pencegahan kekerasan,
definisi dan jenis pidana, hukum acara pidana, ketentuan pidana,
pemantauan, dan pemulihan penyintas (Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/ LBH Apik, 2020).
Elemen-elemen tersebutlah yang membuat RUU PKS dapat
menjadi payung hukum yang komprehensif untuk menghapuskan
kasus kekerasan seksual. Untuk itulah, dalam draf RUU PKS yang
sedang disusun oleh DPR saat ini seharusnya juga memuat elemen-
elemen tersebut.

Elemen mengenai pencegahan dan pemantauan penanganan
tindak kekerasan seksual sangat penting untuk dicantumkan dalam
RUU PKS, karena selama ini tidak ada perintah pencegahan dan
pemantauan penghapusan tidak kekerasan seksual di dalam hukum
tertulis, yang mengakibatkan penghapusan tindak kekerasan seksual
tidak berjalan secara efektif. Pada aspek definisi dan jenis pidana,
hukum acara pidana, serta ketentuan pidana, dalam draf RUU PKS
tahun 2020 telah diatur secara komprehensif mengenai hal-hal
tesebut, yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang existing
yang saat ini menjadi rujukan untuk menangani tindak kekerasan
seksual.

Terakhir, aspek penanganan penyintas kekerasan seksual juga
sangat penting untuk dimasukkan dalam draf RUU PKS. Selama
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ini, penyintas kekerasan seksual kurang mendapat perhatian dari  RUU PKS menawarkan

negara, banyak penyintas kekerasan seksual yang melawan berbagai  payung hukum yang

dampak dari kekerasan tersebut seorang diri. komprehensif untuk
menghapuskan kasus
kekerasan seksual
yang angkanya kian

- Nisaaul Muthiah - meningkat. Maka
dari itu, DPR harus
segera mengesahkan
RUU PKS, tentu
dengan memasukkan
elemen-elemen yang
menjadikan RUU
tersebut menjadi
payung hukum yang
penting.
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CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan

Update Indonesia — Volume XV, No.7 - Juli 2021 2 9



Profil Institusi THE & NDONESIAN INSTITUTE

misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana),
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris),
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www. theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan.
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang T1I
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah
naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik,
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini,
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari,
dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan,
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi
Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam
babakyangberbedadarisebelumnya. Memasukiera Reformasi
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang.
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses
kebijakan.
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment).
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah:
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3)
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen.
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan,
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan
rekomendasi yangkuat dan valid untuk mendorong pemerintah
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4)
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.
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SURVEI PRA PEMILU DAN
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun
pra-Pilkada, yaitu: (I) baik Pemilu maupun Pilkada adalah
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur,
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama
menyangkut peluangkandidat; (3) sangat penting untuk meraih
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuj.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu
mengadakan survei untuk: (I) memetakan posisi kandidat
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3)
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling
efektif untuk kampanye.
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EVALUASI PROYEK ATAU
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di
akhir periode proyek atau program.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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